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PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 3. TAHUN 1997
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH e
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR S TAHUN 1992
\TANG SUSUNAN ORGANISASL DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

-

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

ing : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi
N Daerah dengan titik berat pad: Daerah Tingkat II di

Kctamadya Daerah Tingkat IT Magelang dan guna mening-—

katkan penyelenggaraaﬂ tugas—-tugas pemerintahan dan

pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka
dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan_Perwakilan Rakyat

Daeraih Xotamadya Daerah Tingkat 1I Magalang ;

' ~Luk 21 aKs kan maksud tersebut diatas maka
pahwa  uitfuk mel«k?ana

per) . ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang - Undarg HNomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben-

1 b
tukan Dasrah - Daerah Kota ‘Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jéwa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang w'Undang.NDmOr 5 'Tahun 1974 tentang. Pokok

pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peratupan’ ree



3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tohun 1992 te
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dencan titik

: pada Daerah Tingkat II ;: i .

4. Keputusan Nenteri.Dalam Negeri Homer 28 Tahun
tentang Pedoman Susunanl O}gdhisesi dan Tata
Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya C
Tingkat II dan Sekretariat. Dewan Perwakilan F

Daerah ;

L3 - Keputusan'Mentefi Dalam Negeri Homo 97 Tahun
tentang Pola Organisasi Pemerintéh'oaerar
Wilayah ;

.

& Peratufan DaeraH Kbtamadya Daerah Tingkat II Mag
Nomor S Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi
Tata Kerjé Sekrelariat Nilayah/Dueraﬁ dan Sekret
Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daérah Tingk

Magelané.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KXotamadya D

Tingkat II Magelang.
MEMUTUSKAN

pkan @ PERATURAN DAERQH KOTAMADYA DGERAH TINGKAT. II MAG
TENTANG PEﬁUBAHQN PERTAMA PERATURAN DfERAH. KOTA
DAERAH TINGKGT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TE
SUSUNAN ORGANISASI '"DAN TATA KERJA SEKRETF
WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN . PERWAKILAN R
DAERAH KOTQMQDYA DAERAH TINGKAT Il MAGELANG.

Pasal i
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah ‘Tingkat II Mag
Nomor S5 Tahun 1992 tentang Sushhan Organisasi dan
Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat |
" Perwakilan Rakyat Daerah Tingkét II Magelang ying
disahkén dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tii
I Jawa Tengah tanggal'IK’Desember 1992 Nos
188.3/501/1992 dan’ telah d§Undangkan dalam Les!
Daerah Kotamadya'Daéfah.Tinékat I Magelang Nowmor
Tahun 1992 Seri D Nomor 8 Tahun 21 Desember 1992, d

sebagaili berikut

‘.. Pasel .



Aa. Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf b diubah dan harus dibaca :
. Bégian- ‘ ' ‘.. | .
| L. Bagian Tata Pemerintahan ;
2. Bagian Ketertiban ;
S Bagién'Hukum - '
A.'Bagiah Hubungan Maéyarakét;

(0]

Regian Perekonomian ;°
6. Bagian Penyusunan Program ; '
7. Bagian Sosial ;
8. Baglian Kepegawaian ;
9. Bagian Keuangan :
10. Bagian Organisasi ;

LI Bagian~Umum.
B. Pasal 9 7Ziubah dan harus dibaca :
Pasal 9

Asisten Tata Praja SETWILDA terdiri dari :

PV}

. Bagian Tata Pemerintahan ;

b. Bagian Ketertiban ;
c. Bagian Hukum ;
d. Bagian Hubungan Masyarakat.

C. Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

Pasal 10

Ragian Tota Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan umum, perangkat Wilayah/
Daerah dan'pamerintahan Desa.‘

D. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana teréebut
pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata

pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi instansi
vertikal oleh Kepala Nilayah'dalam'penyeienggaraan
pemerintahan dan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis, pembinaan présarana fisik pemerin-
tahan ; |

b. mengumpulkan




mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta
berikan pertimbangan dalam ranglka pembinaan

rangkat wilayah/oaerah s

mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan pet

teknis pembinaan administrasi kependudukan ;

mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan pet
teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemarin

Desa/Kelurahan ;

mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan pet

teknis pembinaan peningkatan sumbe2r penda

Daerah ; : . n

Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

Bagian Tata Pemerintahan terdiri clari :

a.
B
=
d.

Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
Sub Bagian Perangkat wilayah/Daeah .
Sub Bagian Administrasi Kependudukan ;

Sub Bagian Pemerintaha Desa.

Pasal 13 diubah dan haruss dibaca :

Pasal 13

(1) Sub Bagian Tata.Pemerintahan Umum mempunyai

@)

(3)

gaslmengumpplkan bahan penyusunan p=domar: da
tunjuk teknis pembinaan penYeLenggaraan peme
tahan dan penataan serta psngembangan Wilaya

peningkatan sumber pendapatan Daerah.

Sub Bagian Perangkat Nilayah/haerah mempunyea
gas., mengumpulkan . dan mengdlah bahan |mambi
pencalonan,pengpsulan, pengangkatan dan pemt

hentian Perangkat Wilayah/Daerah.

sub - Bagian Administrasi Kependuc'ukan mem;
tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman
petunjuk teknis: pembinaan administrasi

pendudukan.

(4) Sub Bagiai




G.

(4) Sub Bagian Pemsrintahan Desa mempunyai tugas me-—

ngumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan penyelendggaraan Pemer..ntahan De-
sa/Kelurahan, pengembandgan Desa/Kelurahan pem -

pinaan Lembaga Desa/Kelurahan.

Diantara pasal 13 dan Pasal 14 ditambah Pasal baru

yaitu Pasal 13 A,- Pasal 13 B, Pasal 13 C, Pasal 13 D

\yang berbunyi :

Pasal 13 A

Bagian Ketertiban -mempunyai tugas melaksanakan penyu-—
sunan pedoman dan petunjuk telknis pembinaan keter —
tiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pranbinaan Keagrariaan.
“Pasaliil S 8B
Untulk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut

pada Pasal 13 A Peraturan Daerah ini, Bagian Keter -

Liban menpunyal fungsil

81]

mencumnpul kan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

Lteknizs pembinaan Polisi Pamong Praja ;

b. mengcmpulan_bahnn pendataan dan progrém di bidang
lietertiban ;

c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis penyelenggaraan ketertiban di wWilayah ;

‘d. mengumpullkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

tekniz pembinaan perijinan ;

e. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan keagrariaan sepanjang menjadi we-—
wenang Walikotamadya Kepala Daerah selaku Kepala

wilayah . e

Bagian Ketertiban terdirli dari- :

a. Sub Bagian Bina Ketertiban ;

b. Sub Bagian Perijinan ;

c. Sub Baglan Keagrarliaan.

Pasal 13 D




4

pasal 13 D

(1) Sub Bagian Bina Ketertiban mempunyal tugas m
ngumpulkan bahan penYusunan pedoman dan pet
teknis pembinaan ketertiban penyelenggaraan
rintahan dan polisi pamong praja.

(2) Sub Bagian Perijinan mempunvai tugas mengumj
! bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
binaan ketertibaqldan legalitas perijinan.

(3) Sub Bagian Keagrariaan mempunyai tugas meng!
kan bahan penyusunan pedomah dan petunjuk
pembinaantkeagraridan yvang menjadil wewenang
kotamadya Kepaia Daerah selaliv. Kepala Wilay.

Pasal 19 ditambah huruf d, Yang berbunyl :

d. Merencanakan dan melaksanakan Xxegiatan
Siaran Pemerintah paerah { '‘RSPD ) mengevalua
meneliti dampak siaran.

1

|

Pasal 20 ditambah huruf ¢, yang berbunyi :
c. Sub Bagian Pembinaan Radio S..aran Peme
Daerah ( RSPD ).

Pasal 21 diubah dan harus dibaca :
Pasal 21

(1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi mempunyail
mengumpulkan dan menganalisa informasi unt
han kebijakan ‘Pimpinan Pemerintah Daerah d
lakukan perekaman,'penyajiap data dan pame

(2) Sub Bagian Pemberitaan = melakukan tuga
beritaan baik melalul ° media cetak
elektronik guna memperjelas kebijakan F
Pemerintah Daerah, mendistribusikan bah:
benerbitan.

(3) Sub Bagian ‘Pembinaan Radio Siaran Per
Daerah (RSPD) mempunyai tuﬁas merencanakai
menyelenggarakan kegiatan Radio Siaran Pe
Daerah (RSPD), mengevaluazi dan meneliti
siaran dalam usaha pembingan pengembangan
siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

K. Pasal




K.

1l

M

Pasal 44 diubah dan harus dibaca :

“w'pasal -44 e
[y

‘Bagiah "Kruangan mempunyai- tugas melaksanakan dan

mengkoordinasikan penyusunan pirogram, perubahan dan
perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

mengelola dan membina administrasi keuangan. -

',L- . .

Pasz). 45 diubah dan harus dibaca -

Fasal 45
\
Untulkk menyelenggarakan 'tugas sebadgaimana tersebut
pada Pasal 44 Peraturan Daerah ini. Bagian Keuangan
mempunyai Ffungsi : b
a. mengumpulkan‘bahah penyusunan, perubahan dan per —
hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
b. mengelola administrasi keuanganfDaerah .
c.. Menguji Rebenaranrpenagihan déh~ senerbitan Surat
..Porintah Membayar Uang (SFMU) dar pembinaan per -
bendaha raan 3
ol MBngmpulkan bahan penyusunan pedxman dan petunjuk
toknis sengelolaan dan pembinaan administrasi ke-—
uangan ; -
e. Melaksanakan pemeriksaan/penslilLian terhadap rea -
Jisasi anggarén rutin dan pembangunan serta ter -
hadao pelaksanaan realisasi penerimaan dan.benge —

luararn.

Pasal 46 ditrambah huruf d, yang berbunyi :

d. Sub Bagian Verifikasi.
pasal 47 diubah dan harus dibaca :
Pasal 47

(1) Sub Bagian anggaran mempunyal tugas 'mengumpulkan
bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD, pe - .
tunjuk teknis pelaksanaan ARBD serta menyiapkan

dan menyusun nota keuvangan yang akan disampaikan

Kepada DPRD

(?) SUbBagiiain

iA




(2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai Lugas melaki
pembukuan secara sitematis dan “ronologis Si

menyiapkan bahan penyusunan p2i hitungan angga

(3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunhya. tugas men
bitkan SPMU, mengdji kebenaran penagihan, meml
ketataus: haan Keuangan, penyel2caian masalah |
bendaharaan dan ganti rugi se«¢rta membina |

bendaharaan.

(4) Su> Bagian Verifikasi mempunyal tugas memeri
menelitl terhadap realisasi anggaran rutin
pembangunan serta terhadap real.sasl pelaksa

penerimaan dan pengeluaran.

0. Bagan ausunan Organisasi Sekre:tariat Wilayah/Da
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah K
madya Daerah Tingkat II Magelang, <iubah sebagai

dimaksud dalam lampiran Peraturan Dzerah ini.
Pasal 1I

Peraturan Caerah ini mulai berlaku péda tanggal d

I

dangkan. '

Agar supaya setlap orang dapat mengetihuinya, meme
tahkan pengundangan Peraturan pPaerah .ini dengan pc
patannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tin

II Magelang.

Ditetap¥an di M a ge 1 3
pada tarnggal 222 April

. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - WALIKOTAMADYA KEPALA DY
IMADYA DAERAH TINGKAT II . KOTAMADVA DAERAH TINGKf
- " MAGELANG
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DQERQH_(OTAMQDYQ DAERAH TINGKAT II MAGELANG

1

NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG |

PERUSAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1992
NTANG SUSUHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/
DAERAKR LAN SEXKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 MAGELANG

JELLASAN, UMUM.

Dalam rangka mewujudkan. pelaksanaan Otonomi Daeréh
gan titik berat pada Daerah. Tingkat JI di Kotamadya Daeraﬁ
gkat Il Mag=zlang dan guna meningkatkan penyelenggaraan
as—tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna

berhasil guna maka dipandang perlu merubah Peraturan
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Momor S‘Tahun 1992
tang Susunan Organisasili dan Tata Kerja Sekretariat
wah/Dacrain dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

wmadya Daerah Tingkat II Magelang.

Guna menindaklanjuti Surat Kawat Menteri Dalam Negeri
)jgal 16 April 1993 Nomor : 061/966/sj dan Surat Menteri
m Negeri tanggal 19 Agustus 1994 Nomor : Oéi.l/SOl/sj serta
t Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13

1993 Nomor : 061/6666 dan Surat Gubernur Kepala Daerqh 
jkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1994 Nomor :
027407 serta surat Menteri Délam Negeri tanggal 7 Januari
Nomor : 061/30/sj , maka perlu penambahan sub Bagian Radic
an Pemerintah Daerah ( RSPD ) padaiaagian Hubungan Maéyara—
dan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan serta pe;
katan Sub Bagian Ketertiban Umum pada Bagian Pemerintahan
adi Bagian Ketertiban sekretariat Wilayah/qaerah Kotamadya

ah Tingkat II iHtagzlang.

Adanya penambahan Sub -Bagian RSPD adalah dimaksudkan
X mempercepat informasi tentang kebijakan berbagai ‘program’
pembangunan ......

= 105 =




\

pembangunan kepada masyarakat sebhingga menunjang kela

tugas - tugas pemerintahan, dan penambahan Sub Bagian Ver

si adalah dimaksudkan meningkaybkan teirtib administrasi

lolaan, sedang peningkatan Sub Bagian Ketertiban'Umum m

Bagian Ketertiban adalah dimaksudkan untuk mencapai day.

dan hasil guna dalam bidang ketertiban yang cemakin men

dan beraneka ' ragam di lingkungan Pemerintah Kotamdya

Tingkat II Magelang.

Untuk melaksanakan malsud tersebut diatas; maka
han Peraturanloaerah Kotamadya Dﬁerah Tinakat IT Magelanc
S Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan fata Kerja
tariat wilayah/Daerah dan Sekrelariat Dewan Perwakilan
Dasrah Kotamadya Daerah Tingkat TIT Mage:ang perlu dite

dengan Peraturan Daeralh.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal I : Cubup jelas.
Pasal 3 i | ] : .Cukup jelas.




